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Pendidikan berperan sangat penting dalam pembentukan karakter, 

pengetahuan, dan keterampilan individu yang pada akhirnya berdampak pada 

berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Secara historis 

pendidikan telah diakui sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan 

nasional dan kesejahteraan masyarakat (Imron, 2020). Namun hubungan 

antara pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi, dan sosial ini sangat 

kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan 

eksternal. 

Pendidikan dalam konteks politik sering dianggap sebagai sarana untuk 

mempromosikan stabilitas dan demokrasi. Negara-negara dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi biasanya memiliki partisipasi politik yang lebih besar. 

Ini disebabkan oleh peningkatan kemampuan individu untuk berpikir kritis, 

memahami isu-isu politik, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam 

demokrasi. Selain itu pendidikan juga dapat menyebarkan nilai-nilai 

demokratis seperti toleransi, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sebagai 

contoh penelitian oleh Murtasidin (Murtasidin & Sigalingging, 2020) 

menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan stabilitas 

politik serta kualitas demokrasi di suatu negara. 

Pada dimensi ekonomi pendidikan dianggap sebagai investasi yang 

menghasilkan capital manusia. Teori modal manusia yang dikemukakan 

oleh Siswanto (Siswanto & Hidayati, 2021) menyatakan bahwa pendidikan 

meningkatkan produktivitas individu dan pada gilirannya meningkatkan 

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendidikan 

memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan global. 
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Sebagai contoh studi yang dilakukan oleh Tohani (Tohani, 2020) menemukan 

bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan meningkatkan pendapatan 

individu sebesar 10% di negara berkembang dan 7% di negara maju. 

Selain itu pendidikan juga berdampak pada aspek sosial dengan 

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan mobilitas 

sosial. Pendidikan membuka peluang lebih besar bagi individu dari latar 

belakang kurang beruntung untuk meningkatkan status sosial dan 

ekonominya. Sebagai alat pemberdayaan sosial pendidikan berperan dalam 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian oleh 

UNESCO (2014) menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan 

cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, menikah di usia lebih dewasa, 

serta memiliki anak-anak yang lebih sehat dan terdidik. 

Meskipun banyak bukti yang menunjukkan manfaat pendidikan, masih 

terdapat tantangan signifikan dalam memastikan akses pendidikan yang 

merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Ketidaksetaraan dalam 

pendidikan masih menjadi masalah utama di banyak negara, terutama di 

negara berkembang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, gender, etnis, dan 

geografi sering kali menjadi penghalang bagi akses pendidikan yang adil dan 

berkualitas. Misalnya, laporan World Bank (2018) menunjukkan bahwa anak-

anak dari keluarga miskin di pedesaan memiliki kemungkinan yang jauh lebih 

kecil untuk menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan dengan anak-anak 

dari keluarga kaya di perkotaan. 

Pendidikan juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan 

perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi global. Kurikulum dan metode 

pengajaran sering kali tertinggal dari kebutuhan pasar tenaga kerja yang 

dinamis. Hal ini menimbulkan masalah ketidaksesuaian antara keterampilan 

yang diajarkan di sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. 

Sebagai contoh, laporan World Economic Forum (2020) menyoroti bahwa 
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lebih dari separuh pekerjaan yang ada saat ini akan memerlukan keterampilan 

baru yang belum diajarkan di banyak sistem pendidikan saat ini. 

Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki sistem 

pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial yang 

terus berkembang. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pendidikan, memperbarui kurikulum dan metode pengajaran, serta 

memastikan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk 

memberdayakan individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

Sistem pendidikan yang kuat dan inklusif tidak hanya akan meningkatkan 

kesejahteraan individu tetapi juga akan memperkuat struktur politik, ekonomi, 

dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan kebijakan 

yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan 

memaksimalkan potensi pendidikan sebagai pendorong utama pembangunan 

berkelanjutan. 

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam 

bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil 

pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya 

manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan 

(3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan 

nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat 

mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan 

keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta 

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 

Selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJPM) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, 

maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. 

Hal utama dari strategi yang dituangkan oleh presiden yaitu tentang 
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pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras 

yang dinamis, produktif, terampil, menguasai IPTEK didukung dengan 

kerjasama industri dan talenta global.  

Di Era 5.0 masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah sosial yang semakin kompleks 

dan menyeluruh. Karena itu pendidikan harus menjadi pusat perubahan 

bersama masyarakat untuk mencipatakan komunitas pembelajaran dan 

mendorong pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

platform teknologi dan informasi, serta mengembangkan kurikulum dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia.  

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 kebijakan pendidikan 

membantu penyelenggara pendidikan memahami masalah tersebut dan 

memberikan payung hukum bagi mereka. Kebijakan pendidikan juga 

berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh penyelenggara pendidikan 

dalam upaya mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan 

pendidikan memainkan peran penting dalam menetapkan garis besar dan 

standar penyelenggaraan pendidikan nasional. Institusi pendidikan di seluruh 

negara tidak akan bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh 

kementerian. 

Dalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi 

manusia baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, sebab 

pendidikan merupakan tolok ukur yang akan membawa manusia ke arah masa 

depan. Dengan adanya pendidikan itu sendiri kita dapat mengetahui 

kepentingan dalam perkembangan pada diri manusia yang meliputi tingkah 

laku, sifat, sikap, watak, yang semua itu akan sangat mempengaruhi dan 

berdampak pada diri manusia, serta bangsa dan negara. Hal tersebut 

membuktikan bahwa negara sangat membutuhkan manusia-manusia atau 

orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi agar dapat mencetak generasi 
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yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir 

yang logis, kritis, kreatif dan inovatif juga orang-orang yang memiliki 

karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi. 

Dalam dunia pendidikan setiap negara memiliki visi misi serta tujuan 

masing-masing di mana kedua harapan tersebut akan dapat berjalan dengan 

baik manakala setiap perwujudan diselenggarakan sesuai sistem ataupun 

aturan pendidikan dengan baik sehingga akan berpengaruh pada peserta didik 

yang memiliki jiwa memajukan bangsa, baik dari segi karakter ataupun 

kecerdasan yang akan menciptakan bangsa yang mampu bersaing. Oleh sebab 

itu potret pendidikan itu sendiri tidak lain di bawah tanggung jawab suatu 

negara di mana aturan yang berkenaan dengan pendidikan diatur dalam 

kebijakan pendidikan, salah satunya adalah kebijakan pengembangan 

professional guru karena guru merupakan tolok ukur utama dalam mencetak 

generasinya.  

Kebijakan pendidikan itu merupakan keputusan dan tindakan guna 

mengatur kepentingan publik, yaitu penduduk, masyarakat dan warga negara. 

Menurut Kamars (2017: 63), kebijakan pendidikan merupakan bagian dari 

kebijakan publik yaitu sebuah aturan dan juga keputusan yang dibuat oleh 

pihak tertentu (pemerintah) berdasarkan beberapa pertimbangan guna 

mengatur atau mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM), demi kepentingan umum, masyarakat, penduduk, dan pihak-

pihak yang terlibat agar diperoleh hasil yang optimal.  

Menurut Supardi (2015:117), kebijakan pemerintah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di negara Indonesia ini meliputi setidaknya 

empat perkara yakni kurikulum, tenaga pendidik, sarana pendidikan, dan 

kepemimpinan satuan pendidikan. Merujuk pada kebijakan di atas Indonesia 

memiliki aturan atau kebijakan dan sistem yang baik namun dapat kita lihat 

masih terdapat guru yang kurang maksimal dari segi mendidik, pengembangan 
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guru yang kurang memuaskan, dan sebagainya yang memberikan dampak 

negatif pada peserta didik. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi pada 

sumber daya manusia di negara ini terlebih pada kualitas daya saing serta 

untuk menguasai ranah pikir kecerdasan intelektual yang tinggi dan juga 

model pendidikan.  

Selain itu menurut Rusdiana (2015:17), potret pembangunan pendidikan 

Indonesia sampai saat ini belum menggembirakan. Hal tersebut disebabkan 

adanya problem kebijakan yang terkait dengan tiga persoalan mendasar dalam 

kebijakan pendidikan. Pertama, pola perumusan kebijakan pendidikan masih 

berpusat pada elit kekuasaan dengan system top-down pada satu sisi 

sedangkan partisipasi masyarakat relatif masih minimal. Pada sisi lain, 

meskipun saat ini kita sudah memasuki era otonimi daerah, praktik dengan 

kultur birokrasi politik lama masih tetap mengemuka. Kedua, banyaknya 

rumusan kebijakan pendidikan yang dirancang secara rumit dan mahal tetapi 

pada tataran implementasi mengalami distorsi dan banyak penyimpangan. 

Ketiga, berbagai paket kebijakan tentang inovasi pendidikan hamper selalu 

dilakukan dengan serba cepat (instan) dan kurang mempertimbangkan 

berbagai implikasi secara matang.  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu 

bangsa sebab untuk menjadi bangsa yang maju merupakan suatu cita-cita yang 

diharapkan pada suatu negara. Biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat 

dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya 

itu dengan adanya pendidikan manusia juga dapat mencapai pemenuhan 

kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika 

banyak orang berlomba lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-

tingginya. 

Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. 

Terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. 
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Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 

diatur dengan undang-undang. 

Hal yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah 

memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk 

menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan. 

Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem 

pengajaran nasional. Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat 

pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Ini membuktikan 

keseriusan pemerintah untuk menjamin tiap-tiap warga negaranya agar 

mendapatkan pendidikan yang layak namun yang dijelaskan Undang-Undang 

Dasar 1945 mengenai kesejahteraan dalam pendidikan hal ini tidak disadari 

betul oleh masyarakat sebab masih banyak masyarakat yang menganggap 

pendidikan bukan hal yang utama dalam mencapai kesejahteraan hidup.  

Selain itu pemerintah juga tidak mengawasi betul pengalokasian dana 

tersebut sebab sebagian masyarakat yang menyadari akan pentingnya 

pendidikan masih sulit dalam mengenyam pendidikan. Pendidikan masih 

terasa sangat mahal bagi sebagian masyarakat yang garis kehidupannya masih 

rata-rata dibawah garis kemiskinan. Masih ada ketimpangan antara sesama 

warga negara dalam mengenyam pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas 

pendidikan yang baikdirasakan sangat mahal bagi sebagian masyarakat. 

Apalagi saat ini pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini juga 

yang menjadi kecemasan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-

anaknya walau dengan harga yang sangat mahal. Inilah yang menjadi 

perhatian masyarakat di mana seharusnya pemerintah mengadakan 

pemerataan terhadap pendidikan. Pengalokasian dana harus benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai. 

Seharusya pendidikan bukan halyang sulit untuk di dapat di tengah era 
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reformasi seperti ini. Namun pada faktanya, fenomena yang tampak di tengah-

tengah masyarakat adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

Pengambilan keputusan dan analisis kebijakan dalam sektor pendidikan 

adalah aspek yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 

dan akses pendidikan di berbagai tingkat. Keputusan yang diambil dalam 

sektor ini tidak hanya mempengaruhi lembaga pendidikan, guru, dan siswa, 

tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada pembangunan ekonomi, 

sosial, dan politik suatu negara. Oleh karena itu pendekatan yang sistematis 

dan berbasis data sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan. 

Dalam proses pengambilan keputusan para pembuat kebijakan perlu 

mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan lokal, kondisi 

ekonomi, dan tren global dalam pendidikan. Mereka harus mampu 

mengidentifikasi masalah utama, merancang solusi yang efektif, serta 

mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan. Proses ini sering 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga 

pendidikan, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. 

Analisis kebijakan pendidikan melibatkan pengumpulan dan pengolahan 

data untuk memahami efektivitas kebijakan yang ada dan mengidentifikasi 

area yang memerlukan perbaikan. Metode analisis yang digunakan bisa berupa 

analisis kuantitatif seperti statistik pendidikan serta analisis kualitatif seperti 

studi kasus dan wawancara mendalam. Tujuan utama dari analisis kebijakan 

ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya 

tepat sasaran tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. 

Pendekatan yang berbasis bukti dalam pengambilan keputusan dan 

analisis kebijakan pendidikan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk 

merancang intervensi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan 

dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan 
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sistem pendidikan dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan dampak 

positif yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. 

 

 



 

 

 

KONSEP PENDIDIKAN
 

 

A. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses yang terorganisir dan sistematis dalam 

mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan tidak hanya terjadi dalam 

konteks formal seperti sekolah dan universitas tetapi juga dalam konteks 

informal seperti keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Menurut 

definisi yang lebih luas pendidikan mencakup seluruh pengalaman yang 

berdampak pada perkembangan individu, baik secara intelektual, 

emosional, sosial, maupun moral. 

Menurut UNESCO (2020), pendidikan adalah proses yang 

memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka secara 

penuh, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan mencapai tingkat kehidupan 

yang lebih baik. Dalam pandangan ini pendidikan tidak hanya berfokus 

pada pencapaian akademik tetapi juga pada pengembangan karakter dan 

kemampuan sosial. 

 

B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan 

Tujuan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, 

sosial, dan politik. Namun, secara umum tujuan pendidikan dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Individu 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat 

individu, baik secara intelektual, emosional, maupun fisik. Hal ini 
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mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, 

dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. 

2. Pembentukan Karakter 

Pendidikan berperan dalam membentuk karakter individu, termasuk 

nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Pendidikan bertujuan untuk 

menghasilkan individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, 

dan empati terhadap orang lain. 

3. Partisipasi Sosial dan Politik 

Salah satu tujuan pendidikan adalah mempersiapkan individu untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. 

Pendidikan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, 

dan kewarganegaraan yang baik. 

4. Pembangunan Ekonomi 

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi 

dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. 

Pendidikan berfungsi sebagai investasi dalam modal manusia yang 

dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. 

5. Kesetaraan dan Inklusi Sosial 

Pendidikan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan 

ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua 

individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya 

mereka. 

Fungsi pendidikan mencakup berbagai aspek yang mendukung 

pencapaian tujuan tersebut. Menurut Emile Durkheim, pendidikan 

berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan norma dan nilai budaya 

kepada generasi muda sehingga memperkuat kohesi sosial dan stabilitas 

masyarakat. Selain itu pendidikan juga berfungsi sebagai mekanisme 
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seleksi dan distribusi tenaga kerja, membantu individu untuk menemukan 

peran dan posisi yang sesuai dalam struktur ekonomi dan sosial. 

 

C. Teori Pendidikan 

Berbagai teori pendidikan telah dikembangkan untuk memahami 

proses dan hasil pendidikan. Beberapa teori utama yang sering digunakan 

dalam studi pendidikan meliputi: 

1. Teori Behaviorisme 

Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati 

sebagai hasil dari pembelajaran. Tokoh utama dalam teori ini adalah 

B.F. Skinner yang mengemukakan konsep pengkondisian operan di 

mana perilaku diatur oleh konsekuensi yang mengikuti. Pendidikan 

menurut teori ini harus dirancang untuk memperkuat perilaku positif 

melalui penguatan dan hukuman. 

2. Teori Kognitivisme 

Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran, 

seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Jean Piaget 

adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori 

perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak 

berpikir dan belajar pada berbagai tahap perkembangan. 

3. Teori Konstruktivisme 

Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif di 

mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan 

pengalaman mereka sebelumnya. Lev Vygotsky menekankan 

pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dan konsep zona 

perkembangan proksimal yang menyatakan bahwa pembelajaran 

terjadi paling efektif ketika siswa bekerja pada tugas-tugas yang 
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sedikit di luar jangkauan kemampuan mereka saat ini dengan bantuan 

dari orang dewasa atau teman sebaya. 

4. Teori Humanisme 

Teori ini menekankan pentingnya pengembangan individu secara 

holistik termasuk aspek emosional dan moral. Carl Rogers dan 

Abraham Maslow adalah tokoh-tokoh utama yang menekankan 

bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dan harus mencakup 

pengalaman belajar yang bermakna yang membantu individu 

mencapai aktualisasi diri. 

5. Teori Kritis 

Teori ini berfokus pada bagaimana pendidikan dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Paulo 

Freire adalah salah satu tokoh utama yang mengemukakan konsep 

pendidikan sebagai praksis di mana pendidikan harus membebaskan 

dan memberdayakan individu untuk mengatasi ketidakadilan sosial 

dan ekonomi. 

Setiap teori pendidikan menawarkan perspektif yang berbeda tentang 

bagaimana proses pembelajaran terjadi dan bagaimana pendidikan harus 

dirancang dan diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini 

pemahaman tentang berbagai teori pendidikan dapat membantu dalam 

menganalisis bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dimensi 

politik, ekonomi, dan sosial serta bagaimana sistem pendidikan dapat 

ditingkatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

 

 



 

 

 

EKONOMI, DAN SOSIAL
 

 

A. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Politik 

1. Peran Pendidikan dalam Pembangunan Politik 

Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembangunan 

politik dengan menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam proses politik. 

Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai 

demokratis, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan yang 

esensial bagi pembentukan sistem politik yang stabil dan berfungsi 

dengan baik. Melalui pendidikan individu diajarkan tentang hak dan 

kewajiban mereka sebagai warga negara serta cara-cara untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Di banyak negara pendidikan telah digunakan sebagai alat untuk 

mempromosikan ideologi negara dan membentuk identitas nasional. 

Dalam konteks ini kurikulum pendidikan dirancang untuk 

mengajarkan sejarah nasional, nilai-nilai budaya, dan struktur politik 

negara. Misalnya di negara-negara dengan sejarah kolonialisme 

pendidikan sering difokuskan pada pembentukan identitas nasional 

yang kuat dan penanaman nilai-nilai anti-kolonial (Fagerlind & Saha, 

1989). 

Lebih jauh pendidikan berperan dalam pembangunan politik 

melalui pengembangan kapasitas kritis individu. Kemampuan 

berpikir kritis yang dikembangkan melalui pendidikan 

memungkinkan individu untuk mengevaluasi informasi secara 

objektif membuat keputusan yang berdasarkan pada bukti dan 
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berpartisipasi dalam diskusi politik dengan cara yang konstruktif. 

Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan siswa untuk 

menerima informasi secara pasif tetapi juga untuk mempertanyakan, 

menganalisis, dan mengkritisi informasi yang mereka terima 

(Gutmann, 1987). 

2. Pendidikan dan Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi 

dan pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong 

partisipasi politik yang lebih luas dan lebih efektif. Penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi 

dengan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, baik dalam 

bentuk pemungutan suara, keanggotaan partai politik, maupun 

keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya (Verba, Schlozman, & 

Brady, 1995). 

Pendidikan meningkatkan partisipasi politik dengan 

memberikan pengetahuan yang diperlukan tentang proses politik, isu-

isu kebijakan, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. 

Individu yang terdidik lebih mungkin untuk memahami pentingnya 

partisipasi politik dan merasa lebih siap untuk terlibat dalam aktivitas 

politik. Mereka juga cenderung memiliki keterampilan komunikasi 

yang lebih baik yang penting untuk berpartisipasi dalam diskusi 

politik dan advokasi kebijakan (Niemi & Junn, 1998). 

Selain itu pendidikan juga berperan dalam mengembangkan 

sikap positif terhadap partisipasi politik. Pendidikan dapat 

membentuk sikap dan nilai-nilai yang mendukung partisipasi aktif 

dalam kehidupan politik, seperti rasa tanggung jawab sosial, 

kepercayaan terhadap sistem politik, dan komitmen terhadap nilai-

nilai demokratis. Pendidikan yang menekankan partisipasi siswa 
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dalam proses pengambilan keputusan sekolah, misalnya dapat 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan politik di 

kalangan siswa (Galston, 2001). 

3. Pendidikan dan Stabilitas Politik 

Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi 

dan sosial yang berkelanjutan dan pendidikan memainkan peran 

penting dalam menciptakan dan memelihara stabilitas politik. 

Pendidikan dapat berkontribusi pada stabilitas politik dengan 

berbagai cara termasuk dengan mempromosikan kohesi sosial, 

mengurangi ketidaksetaraan, dan mengajarkan resolusi konflik 

secara damai. 

Pendidikan yang inklusif dan adil dapat mengurangi ketegangan 

sosial dan politik dengan menyediakan kesempatan yang sama bagi 

semua individu terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau 

etnis mereka. Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan 

sering kali menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik sosial. Dengan 

memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama 

terhadap pendidikan berkualitas negara dapat mengurangi potensi 

konflik dan meningkatkan stabilitas politik (Collier, 2000). 

Lebih lanjut pendidikan juga berperan dalam membangun kohesi 

sosial dengan mempromosikan pemahaman dan penghargaan 

terhadap keragaman. Kurikulum yang mencakup pendidikan 

multikultural dan nilai-nilai toleransi dapat membantu mengurangi 

prasangka dan diskriminasi serta mempromosikan harmoni sosial. Di 

masyarakat yang terfragmentasi secara etnis atau religius pendidikan 

dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun jembatan antara 

kelompok-kelompok yang berbeda dan mendorong integrasi sosial 

(Banks, 2008). 
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Pendidikan juga mengajarkan keterampilan untuk resolusi 

konflik dan negosiasi yang penting untuk memelihara stabilitas 

politik. Melalui pendidikan individu dapat belajar tentang pentingnya 

dialog, kompromi, dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan 

dan konflik. Program pendidikan yang berfokus pada pembangunan 

perdamaian dan resolusi konflik telah terbukti efektif dalam 

mengurangi kekerasan dan meningkatkan stabilitas di berbagai 

konteks (Harris & Morrison, 2003). 

Dengan demikian pendidikan memiliki peran yang multifaset 

dalam mempengaruhi stabilitas politik. Melalui penyediaan 

kesempatan yang adil, promosi kohesi sosial, dan pengajaran resolusi 

konflik pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 

terciptanya lingkungan politik yang stabil dan damai. 

 

B. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Ekonomi 

1. Teori Modal Manusia 

Teori modal manusia menyatakan bahwa investasi dalam 

pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu 

yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kontribusi 

ekonomi mereka. Dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker 

dan Theodore Schultz pada pertengahan abad ke-20, teori ini 

menekankan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi dalam modal 

manusia mirip dengan investasi dalam modal fisik seperti mesin atau 

bangunan (Becker, 1964; Schultz, 1961). 

Modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, 

kompetensi, dan atribut lainnya yang dapat meningkatkan 

kemampuan individu untuk bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi. 

Menurut teori ini, individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi 
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cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi 

dengan perubahan teknologi dan pasar, serta memiliki potensi 

penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Pendidikan juga 

meningkatkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan 

pemikiran kritis yang sangat berharga di pasar tenaga kerja yang 

dinamis. 

2. Dampak Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa mekanisme melalui mana 

pendidikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: 

a. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

individu yang meningkatkan produktivitas mereka di tempat 

kerja. Tenaga kerja yang lebih produktif dapat menghasilkan 

output yang lebih besar dengan input yang sama yang pada 

akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Barro, 1991). 

b. Inovasi dan Adopsi Teknologi 

Pendidikan yang tinggi mendorong inovasi dan pengembangan 

teknologi baru. Individu yang terdidik cenderung lebih mampu 

melakukan penelitian dan pengembangan serta mengadopsi 

teknologi baru dengan lebih efisien. Inovasi teknologi ini adalah 

pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

(Romer, 1990). 

c. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan 

Pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan 

pendapatan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar 

bagi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan 
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keterampilan mereka dan mengakses pekerjaan yang lebih baik. 

Dengan mengurangi ketimpangan pendidikan dapat 

meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi yang penting untuk 

pertumbuhan yang berkelanjutan (Psacharopoulos & Patrinos, 

2004). 

d. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan 

Pendidikan juga berhubungan erat dengan peningkatan 

kesehatan dan kesejahteraan. Individu yang terdidik cenderung 

memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang praktik kesehatan 

yang mengarah pada populasi yang lebih sehat dan produktif. 

Kesehatan yang lebih baik mengurangi biaya perawatan 

kesehatan dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Cutler & 

Lleras-Muney, 2006). 

Banyak penelitian empiris mendukung hubungan positif antara 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya penelitian oleh 

Mankiw, Romer, dan Weil (1992) menunjukkan bahwa akumulasi 

modal manusia adalah salah satu faktor utama yang menjelaskan 

perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. Penelitian lain oleh 

Hanushek dan Woessmann (2008) menemukan bahwa kualitas 

pendidikan yang diukur melalui hasil tes internasional berhubungan 

kuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

3. Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pendidikan berperan langsung dalam meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja melalui beberapa cara: 

a. Pengembangan Keterampilan 

Pendidikan memberikan keterampilan dasar seperti membaca, 

menulis, dan berhitung, serta keterampilan khusus yang 

diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Keterampilan ini 
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memungkinkan pekerja untuk melakukan tugas mereka dengan 

lebih efisien dan efektif yang meningkatkan produktivitas 

keseluruhan (Becker, 1964). 

b. Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi 

Di era digital, teknologi berkembang dengan cepat dan tenaga 

kerja yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan 

ini. Pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan ulang 

membantu pekerja tetap relevan di pasar tenaga kerja yang terus 

berubah (Autor, 2014). 

c. Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan 

Pendidikan yang lebih tinggi sering kali mencakup pelatihan 

dalam keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Individu 

dengan keterampilan ini mampu mengelola tim dan sumber daya 

dengan lebih efisien yang dapat meningkatkan produktivitas 

organisasi (Bloom et al., 2013). 

d. Peningkatan Motivasi dan Kepuasan Kerja 

Pendidikan juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan 

kerja karena individu yang terdidik lebih cenderung menemukan 

pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. 

Kepuasan kerja yang tinggi berhubungan dengan produktivitas 

yang lebih tinggi (Judge et al., 2001). 

e. Kesehatan dan Kehadiran Kerja 

Seperti yang telah disebutkan pendidikan meningkatkan 

kesadaran kesehatan yang dapat mengurangi absensi karena sakit 

dan meningkatkan kehadiran kerja. Tenaga kerja yang sehat lebih 

produktif dan mampu bekerja dengan konsistensi yang lebih 

tinggi (Bloom & Canning, 2000). 
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Penelitian empiris menunjukkan bahwa ada korelasi positif 

antara tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. OECD 

(2010) melaporkan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan formal 

dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10%. 

Demikian pula, laporan oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa 

peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak signifikan 

terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Secara keseluruhan pendidikan adalah investasi yang sangat 

penting bagi pembangunan ekonomi. Dengan meningkatkan 

keterampilan dan produktivitas tenaga kerja mendorong inovasi 

teknologi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan 

kesejahteraan pendidikan berkontribusi langsung pada pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

 

C. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Sosial 

1. Pendidikan sebagai Alat untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial 

Pendidikan memiliki potensi yang besar untuk mengurangi 

kesenjangan sosial dengan menyediakan kesempatan yang sama bagi 

individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan mereka. Kesenjangan sosial seringkali 

disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, 

termasuk pendidikan. Dengan memastikan akses pendidikan yang 

merata kita dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi di 

masyarakat. 

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membantu 

mengangkat individu dari kemiskinan dan memberikan mereka alat 

untuk mencapai keberhasilan ekonomi dan sosial. Pendidikan 

memberikan individu keterampilan yang dibutuhkan untuk 
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mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih 

tinggi yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan 

pendapatan (OECD, 2012). Selain itu pendidikan yang setara juga 

memungkinkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial secara lebih 

penuh yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi ketegangan 

sosial. 

Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan yang 

dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok yang 

terpinggirkan seperti anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok 

etnis minoritas dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi 

kesenjangan sosial. Misalnya program beasiswa dan bantuan 

keuangan dapat membantu siswa dari latar belakang ekonomi yang 

kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan 

meningkatkan prospek pekerjaan mereka (Haveman & Wolfe, 1995). 

2. Pendidikan dan Mobilitas Sosial 

Pendidikan juga merupakan kunci utama dalam meningkatkan 

mobilitas sosial yaitu kemampuan individu untuk berpindah dari satu 

tingkat status sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Mobilitas sosial 

seringkali diukur melalui perubahan dalam status pekerjaan atau 

pendapatan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pendidikan 

memainkan peran penting dalam proses ini. 

Pendidikan memberikan landasan bagi individu untuk 

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih bergaji tinggi. 

Dengan demikian pendidikan dapat membantu individu dari latar 

belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk naik ke tingkat 

sosial yang lebih tinggi. Studi menunjukkan bahwa tingkat 
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pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan 

mobilitas sosial karena pendidikan membuka akses ke peluang kerja 

yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi (Blanden et al., 

2005). 

Selain itu pendidikan juga membantu memecahkan siklus 

kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga yang 

berpendidikan tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih baik 

untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang pada 

gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk sukses secara 

ekonomi dan sosial. Dengan demikian pendidikan tidak hanya 

meningkatkan mobilitas sosial individu tetapi juga memberikan 

manfaat antar generasi. 

Mobilitas sosial yang tinggi juga bermanfaat bagi masyarakat 

secara keseluruhan. Ketika lebih banyak individu memiliki akses ke 

peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik, masyarakat 

menjadi lebih adil, dan dinamis. Ini dapat meningkatkan inovasi, 

produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat 

demokrasi dan stabilitas sosial (Chetty et al., 2014). 

3. Pendidikan dan Kualitas Hidup 

Pendidikan memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap 

kualitas hidup individu. Kualitas hidup mencakup berbagai aspek 

kesejahteraan termasuk kesehatan, kepuasan hidup, dan partisipasi 

sosial, serta pendidikan memainkan peran penting dalam 

meningkatkan aspek-aspek ini. 
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a. Kesehatan 

Pendidikan yang baik seringkali dikaitkan dengan peningkatan 

kesehatan. Individu yang terdidik lebih cenderung memiliki 

pengetahuan yang lebih baik tentang praktik-praktik kesehatan 

yang baik seperti nutrisi, kebersihan, dan gaya hidup sehat. 

Mereka juga cenderung lebih sadar akan pentingnya pencegahan 

penyakit dan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi berhubungan 

dengan harapan hidup yang lebih panjang dan risiko penyakit 

kronis yang lebih rendah (Cutler & Lleras-Muney, 2006). 

b. Kepuasan Hidup 

Pendidikan dapat meningkatkan kepuasan hidup dengan 

menyediakan peluang yang lebih baik untuk pengembangan diri 

dan realisasi potensi individu. Pendidikan membuka pintu bagi 

individu untuk mengejar karier yang memuaskan dan bermakna 

yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup 

secara keseluruhan. Selain itu pendidikan juga membantu 

individu untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

jaringan yang dapat meningkatkan kualitas hubungan 

interpersonal dan dukungan sosial (Oreopoulos & Salvanes, 

2011). 

c. Partisipasi Sosial 

Pendidikan mendorong partisipasi sosial dengan meningkatkan 

kesadaran individu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai 

warga negara. Individu yang terdidik lebih cenderung terlibat 

dalam kegiatan masyarakat, organisasi sosial, dan aktivitas 

sukarela. Partisipasi sosial ini tidak hanya bermanfaat bagi 

individu tetapi juga memperkuat komunitas dan masyarakat 
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menentukan karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi 

kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut   

sebagai aktor utama dalam merumuskan/mengesahkan   

kebijakan. Para legislator tersebut berada pada tataran MPR, 

DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.   

b. Eksekutif 

Eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang   

sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan   

yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan   

sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif 

biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif 

dalam bentuk kebijakan jabaran. Eksekutif memiliki kekuasaan 

untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang 

dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak 

merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif di sini 

antara lain presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, dan   

kepala dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang 

pendidikan adalah menteri pendidikan nasional, menteri agama, 

direkktorat jenderal, kepala dinas, dan rektor.   

c. Administrator 

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan 

memegang peranan penting dalam pencapain tujuan negara yang 

akan terimplementasikan dalam setiap  program  nyata  yang  

akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama 

masyarakat sejahtera.   
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d. Partai Politik (Parpol) 

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta   

berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat 

melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-

anggotanya dalam jajaran pemerintahan.  Di Indonesia peran 

parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan 

termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan parpol.  

Peran parpol di sini dengan menempatkan anggotanya di 

legislatif dan pimpinan negara maupun daerah.   

e. Interest Group (kelompok berkepentingan) 

Interest group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-

orang yang memiliki kepentingan sama seperti kelompok  buruh,  

nelayan, petani, guru, dan kelompok professional lainnya.  

Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan 

formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi 

dalam kebijakan yang drumuskan. Kelompok ini biasanya   

memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik. 

f. Organisasi Masyarakat (Ormas) 

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita 

dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam 

kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik.  

Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan   

organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan 

pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian   

disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di 

Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar   

dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti 

NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI. 
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g. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga di mana para elite   

akademisi berada. Perguruan tinggi sering dijadikan ujung   

tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan   

dimasukkan dalam nilai-nilai idealisme masih dipertahankan,           

dan dalam  mengupayakan  berbagai  kebijakan  tidak  akan  lepas  

dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik   

seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama 

para akademisi di perguruan tinggi.   

h. Tokoh perorangan. 

Dalam berbagai konstelasi tokoh perorangan memegang peran   

cukup vital dan terkadang sangat menentukan. Dia juga dapat 

menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari 

berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, 

pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. 

 

C. Legitimasi Kebijakan Pendidikan 

1. Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan 

Legitimasi mengacu pada prinsip menunjukkan penerimaan   

publik terhadap kebencian terhadap pemimpin, pemerintah dan    

pejabat. Berdasarkan persetujuan pemimpin dan administrator yang   

berkuasa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditegakkan oleh 

publik termasuk nilai-nilai politik atau moral.  Pada umumnya    

legitimasi diserahkan kepada yang berkuasa dengan berbagai cara   

untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang berbeda.   

Penyerahan tersebut juga dapat dilihat dari berbagai perspektif 

masyarakat yang kebanyakan bersifat  keagamaan  atau non-

keagamaan  seperti   beberapa  contoh penyerahan legitimasi dan  
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penyerahan  kepada  yang  berkuasa yaitu   lahirnya   kerajaan  dan   

penobatan monarki, pemilihan dan  sumpah yang  demokratis, dan 

lain-lain. Legitimasi juga merupakan bentuk desain yang 

menciptakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. 

Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas atau sempit. 

Legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat dengan 

institusi politik nsedangkan legitimasi dalam arti sempit adalah 

dukungan publik untuk memberdayakan pemerintah. Legitimasi   

antara kekuatan normatif dan kualitas pribadi sangat terkait. 

Legitimasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sebagai 

kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan bernegara dan bernegara di bidang pendidikan. 

Legitimasi kebijakan pendidikan pada hakikatnya terdiri dari bentuk   

pengambilan keputusan dengan substansi berupa tujuan, prinsip, dan 

aturan. Format yang digunakan dalam legitimasi kebijakan   

pendidikan biasanya dituliskan dan disahkan untuk sebagai pedoman   

oleh pemimpin pemegang kekuasaan, staf dan personal oranisasi   

yang terkait seta interaksinya dengan lingkungan eksternal yang 

masih berkatan. 

Konsepsi sebuah legitimasi ditandai dengan sebuah perspektif   

individu terhadap sebuah kekuatan dan kekuasaan. Dengan begitu   

bisa diartikan bahwa apakah daerah setempat mengakui dan    

memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu   

serta melaksanakan apa yang telah disetujui dan terikat daerah   

tersebut ataupun tidak. Adapun jika dalam hal tersebut daerah   

setempat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang 

diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang menjadi  

pengikat daerah  setempat  maka  pihak  yang berwewenang  berhak  
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mengatur sebagai otentik atau melegitimasikan.  Artinya keaslian 

datang dari sebuah pengakuan masyarakat atas dasar keistimewaan   

para pionir agar bisa menetapkan dan melakukan pemilihan politik. 

Secara bahasa (etimolog), legitimasi bersumber dari bahasa Latin, 

Lex yang mengandung arti sebuah hukum. 

Sebuah teori legitimasi sangat penting bagi sebuah organisasi   

karena setiap prinsip legitimasi dilandasi atas norma yang   

mengandung nilai dari peraturan sosial menjadi sebuah organisasi 

merasakan akan adanya eksitensi dan aktivitas yang telah   

terlegitimasikan. Diindikasikan oleh Silalahi, dikutip oleh Ali Imron, 

(Farid Setiawan; 2007) kata legitimasi berasal dari kata legitimacy   

yang memiliki arti memberi sebuah kekuasaan atas posisi yang 

premis, aktivitas sebuah rancangan politik, termasuk siklus penataan,    

rekomendasi agar  bisa  menangani sebuah isu dan kasus yang muncul 

dari ranah politik. 

Legitimasi juga berasal dari sebuah kata keaslian yang   

menunjukkan peredaran tertentu di mana program sebuah   

pemerintahan disetujui dan dilegitimasikan sehingga cenderung 

terlihat bahwasanya legitimasi mengandung dua implikasi yaitu; 

yang   mengatur sebuah posisi untuk memberikan   arahan   untuh   

sebuah   tindakan dan seorang yang bertanggung jawab atas program 

yang diusulkannya. Legitimasi merupakan sebuah kegiatan yang    

mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan    

kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan pendidikan yang telah   

dirumuskan dan dilaksanakan terlebih dahulu harus diadakan 

aktivitas legitimasi. Sebuah kebijakan perlu dilegitimasi karena hasil 

dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat setempat. 
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Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui 

badan-badan perwakilan rakyat. 

Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan 

diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat ada ketakutan akan 

penolakan oleh masyarakat lokal. Bagaimanapun juga pelaksanaan   

kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat 

dalam setiap kegiatannya. 

Dengan adanya kewewenangan inilah mereka yang memiliki   

kewenangan harus bisa melaksanakan program juga akan diminta 

atas pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan   

kewewenangannya. Dari uraian yang telah dijelaskan oleh para pakar 

di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya legitimasi adalah sebuah 

pemberian wewenang terhadap lembaga untuk membuat dan   

melaksanakan sebuah keputusan sebagai bentuk pengesahan atas   

dasar persetujuan masyarakat.  Dalam hal ini jika dikaitkan dengan   

sebuah kebijakan pendidikan maka kebijakan pendidikan tersebut 

dikatakan terlegitimasikan atau berlaku setelah mendapatkan 

pengakuan dan persetujuan oleh masyarakat setempat dan dari dinas 

yang terkait. 

Kebijakan yang telah dibuat atau diformulasikan harus disahkan   

atau dilegitimasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada 

masyarakat. Legitimasi ini sangat penting karena dapat membawa   

dampak yang positif maupun negatif. Tahapan untuk mendapatkan   

dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yakni: 

a. Simbolis, yakni dengan mengedepankan kepercayaan pada 

masyarakat secara simbolik yaitu berupa simbol-simbol seperti 

penghormatan nilai-nilai budaya juga tradisi dan kepribadian 
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yang baik. Contoh kegiatannya seperti pementasan wayang dan   

upacara kenegaraan.  

b. Prosedural, yakni menjanjikan kemakmuran materi kepada   

rakyat.  Contohnya antara lain menyediakan fasilitas kesehatan   

dan pendidikan yang lebih baik, menjamin ketersediaan pangan 

yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lebih banyak 

lapangan kerja, menjanjikan fasilitas produksi pertanian, 

telekomunikasi, dan transportasi, serta modal yang cukup.  

c. Materil, yakni untuk menentukan wakil-wakil rakyat, presiden, 

para menteri, dan yang lainnya dengan mengadakan pemilihan 

umum. 

Menurut Andrain pengelompokan legitimasi berdasarkan   

prinsip dukungan dan pengakuan dari masyarakat kepada pemerintah   

terbagi menjadi lima tipe yakni: 

a. Legitimasi tradisional, yakni kesadaran masyarakat untuk    

memberi dukungan dan pengakuan terhadap pemimpin 

pemerintahan. Karena para pemimpin ini adalah keturunan dari   

para pemimpin "Darah Biru" yang dipercaya bertanggung jawab 

dalam menjalankan amanah.  

b. Legitimasi ideologi, yakni masyarakat menaruh dukungan   

kepada pemimpin pemerintahan. Para pemimpin ini dianggap 

sebagai pelaksana dan penafsir ideologis. Artinya tidak hanya 

ideologi doktrinal seperti komunisme tetapi juga ideologi praktis 

seperti liberalisme dan ideologi Pancasila.  

c. Legitimasi kualitas pribadi, yaitu kesadaran masyarakat dan 

dukungan kepada pemerintah karena pemimpin memiliki   

kualitas pribadi yang karismatik dan sikap baik hati serta prestasi   

yang membanggakan di bidang tertentu.  
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d. Legitimasi prosedural, yakni pemimpin yang memiliki 

kewenangan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang 

sehingga masyarakat memberikan persetujuan dan dukungan   

kepada pemerintah.  

e. Legitimasi instrumental, yakni masyarakat yang memberikan   

kesadaran dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin    

tersebut menjamin atau menjanjikan kesejahteraan materi 

(instrumental) kepada masyarakat. 

Kebijakan yang telah dirumuskan, ada kalanya masih dapat   

dimintakan pendapat secara langsung kepada rakyat. Kemudian   

rakyat tersebut diminta untuk memberikan dukungan. Akan tetapi   

ada juga kebijakan tersebut dimintakan dukungan oleh aktor 

kebijakan kepada tokoh-tokoh kunci atau nonformal yang ada di   

masyarakat. Dengan tujuan agar tokoh nonformal atau kunci tersebut   

yang kemudian akan mengumpulkan dukungan kepada massa atau   

rakyat. Tokoh-tokoh kunci atau informal ini ada di sektor profesi,    

agama, seni dan  budaya, bisnis, pertanian, bahkan bisnis dan jasa.  

Tokoh informal ini tidak menyandang status pemerintahan tetapi    

umumnya memiliki massa dan menaruh kepercayaan besar kepada   

mereka. Pada beberapa kasus tokoh-tokoh kunci yang diusulkan 

diterima dengan baik.      

Kebijakan yang telah dibuat dan disahkan secara resmi   

bukanlah hal yang final. Namun hal tersebut masih dapat direvisi, 

diperbaiki, dan ditingkatkan. Dan pengesahan ini dilakukan antara 

lain untuk melengkapinya agar tidak menemui kendala dalam   

pelaksanaannya. Dengan legitimasi ini orang akan menanggapi   

keinginan dan harapan mereka dan akan mengungkapkan dukungan   

mereka. Sementara kegiatan legitimasi membutuhkan dukungan dan 
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kebijakan yang sempurna. Titik legitimasi adalah pengembangan   

kebijakan yang sah dan final. 

2. Problema Legitimasi Kebijakan Pendidikan 

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan terdapat 

banyak problema. Pertama adanya kekuatan dari mantan perumus 

kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Hal itu membuat    

adanya kehendak bahwa mantan perumus kebijakan tersebut 

beranggapan bahwa kebijakan yang telah ia rumuskan dahulu masih   

bisa dipertahankan sampai kini. 

Problema yang kedua adanya penentangan dari kalangan   

konservatif terhadap kebijakan yang belum lama dirumuskan.  Di 

sinilah kebijakan yang dibuat berbeda dengan kebijakan sebelumnya 

yang dianggap tradisional. Hal-hal tradisional umumnya sulit diubah, 

dan keinginan untuk mengubahnya membutuhkan waktu lama dalam 

masyarakat konservatif. 

Ketiga sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan 

mantan perumus kebijakan yang bukan lagi perumus menyapu 

pendukungnya. Pengikutnya ini juga umumnya cenderung akan 

mengikuti gerakan dan langkah pemimpinnya. Hal ini akan 

menghambat dan mengganggu proses legalisasi atau setidaknya akan 

memakan waktu yang lebih lama. 

Keempat adanya kekuatan dari kelompok yang memiliki   

persepsi, visi, dan kepentingan yang tidak sama dengan para perumus 

dan legitimator kebijakan. Kelompok perlawanan seperti ini pada   

umumnya tidak mudah untuk disingkirkan apabila tidak ditangani   

dengan baik. Oleh karena itu, para legitimator berupaya 

merangkulnya untuk mendukung kebijakan yang telah dirumuskan. 
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Legitimasi juga dapat mengalami krisis jika seseorang dan   

lembaga legitimasi tidak memiliki keterampilan yang memadai   

untuk mengelola negara. Dalam hal ini setelah legitimasi 

membutuhkan kapasitas dan kapabilitas untuk menerapkan program-

program yang secara langsung menyentuh rakyat. Rakyat sebagai   

pemegang legitimasi tertinggi kesejahteraan dan keamanannya 

menjadi kriteria utama dalam menilai legitimasi kemampuan suatu 

bangsa.  Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang sah tidak selalu 

berbanding lurus dengan kemampuan. 

Pada masa transisi umumnya dapat terjadi krisis legitimasi.  

Selain itu, terjadi pergeseran dari satu jenjang kualitas pembangunan 

ke jenjang kualitas pembangunan masyarakat lainnya. Masyarakat 

seperti ini lebih mengarah untuk mempertanyakan otoritas yang 

diyakini tidak mencerminkan keinginan hidup dalam masyarakat. 

 

D. Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

1. Pengertian dan Sifat Evaluasi Kebijakan Publik 

Secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). 

Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003). Ketika 

hasil kebijakan memiliki nilai hal ini karena hasil tersebut memberi 

sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam   

suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti pula bahwa suatu kebijakan 

atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti 

masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi. 

Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan   

pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi 



54 

kebijakan. Pemantauan utamanya menekankan pada pembentukan   

premis-premis faktual mengenai kebijakan publik sedangkan 

evaluasi memfokuskan diri pada penciptaan premis-premis nilai yang 

diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja 

kebijakan (Dunn; 2003). Pendek kata, pemantauan hendak menjawab   

pertanyaan “apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa? Sedangkan   

evaluasi menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang telah dibuat? 

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat 

dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan   

evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan  

dimaksud di  antaranya  (1)  tujuannya  menemukan  hal-hal  strategis,  

untuk meningkatkan kinerja kebijakan, (2) evaluator mampu  

mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target 

kebijakan, (3) prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara 

metodologis, (4) dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan 

kebencian, (5) mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan 

kinerja kebijakan (Nugroho 2009). 

Dunn (2003) mencatat bahwa evaluasi kebijakan memiliki   

sejumlah karakteristik yang berbeda dari metode analisis kebijakan   

lainnya. Pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk 

menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau 

program. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat 

selalu dipertanyakan, maka evaluasi juga berkenaan dengan prosedur 

untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, 

interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta 

dan nilai. Untuk memastikan bahwa kebijakan atau program telah 

mencapai kinerja yang tertinggi, diperlukan tidak hanya hasil-hasil 

kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau 
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masyarakat; tetapi juga harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa   

kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang 

dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Ketiga, orientasi 

masa kini dan masa lalu. 

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam 

memberikan umpan balik tentang apa yang terjadi dalam suatu   

program/praktik/teknologi berkaitan dengan suatu kebijakan 

(Trochim 2009). Evaluasi kebijakan juga memandu bagaimana 

evaluasi dilakukan. Evaluasi kebijakan memuat sejumlah aturan dan 

prinsip yang menentukan kelompok atau organisasi menggunakan 

panduan keputusan dan tindakan ketika melakukan evaluasi. Evaluasi  

kebijakan dipandang penting karena  evaluasi  bernilai  sebagai  peran  

penanda dengan tipe-tipe mekanisme yang diperlihatkan. 

Evaluasi kebijakan merupakan penanda bagi seluruh organisasi 

dan stakeholder tentang apa yang terjadi dan apa yang harus   

dilakukan. Evaluasi juga menginformasikan jenis evaluasi yang   

harus ditempuh, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, dan 

bagaimana seharusnya dilakukan. Evaluasi kebijakan bersifat tertulis 

sehingga dengan evaluasi membuat evaluasi akan menjadi lebih 

transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Hal ini dapat dipahami karena evaluasi yang dibuat tertulis dapat 

diketahui oleh publik dan mereka dapat mengkritisi kebijakan setiap 

saat.  Evaluasi yang tertulis juga dapat disimpan dalam arsip baik 

dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Evaluasi kebijakan juga 

merupakan proses belajar yakni tentang apa yang dilakukan dan 

hasilnya dapat digunakan bagi pihak lain untuk membuat kebijakan 
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baru. Mereka juga dapat membandingkan hasil dari evaluasi dengan 

praktik kebijakan yang sudah dilakukan. 

Selain sebagaimana dikemukakan Trochim, Dunn (2003) 

mengungkapkan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama   

dalam analisis kebijakan publik. Pertama dan yang terpenting adalah   

memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 

kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah 

dapat dicapai melalui tindakan publik (Dunn 2003). Dalam hal ini, 

evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu misalnya 

peningkatan kualitas pendidikan dan target tertentu (20% disediakan 

oleh APBN) telah dicapai. 

Kedua, evaluasi memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik 

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  

Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan   

dan target. Nilai dikritik dengan menanyakan secara sistematis 

kepantasan tujuan dan target dalam kaitan dengan masalah yang 

dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis 

dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam 

berbagai bentuk rasionalitas. Dalam menghasilkan informasi kinerja 

kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk   

mengevaluasi hasil kebijakan.  Tabel berikut menginformasikan tipe 

kriteria dimaksud. 

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-

metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam hal perumusan 

masalah dan rekomendasi. Informasi mengenai tidak   memadainya 

kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang   

masalah kebijakan.  Evaluasi juga dapat berkontribusi pada definisi   

alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan   
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bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu 

dihapus atau diganti dengan yang lain. 

Wibawa (dalam Nugroho; 2009) mengungkapkan empat fungsi   

evaluasi kebijakan publik. Pertama, eksplanasi. Melalui evaluasi 

dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat juga dibuat 

suatu generalisasitentang pola-pola hubungan dimensi realitas yang 

diamati. Dari kegiatan ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah,    

kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau pun  kegagalan  

suatu kebijakan. Kedua, kepatuhan.  Melalui evaluasi dapat diketahui 

apakah tindakan yang diambil para pelaku kebijakan sesuai dengan 

standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan atau tidak. Ketiga,   

audit.  Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar 

sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau tidak. Keempat, 

akunting. Dari evaluasi yang telah dilakukan akan dapat diketahui 

apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan. 

3. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik 

James Anderson sebagaimana dikutip Winarno (2007) membagi 

evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. 

a. Tipe pertama adalah evaluasi kebijakan dipahami sebagai 

kegiatan fungsional. Dalam kaitan ini para pembentuk dan   

administrator kebijakan selalu membuat pertimbangan-

pertimbangan tentang manfaat atau dampak dari kebijakan, 

program, dan proyek yang akan dijalankan. Pertimbangan   

tersebut dapat bersifat ideologi atau menurut kepentingan 

pendukung dan kriteria lainnya. Program kesejahteraan rakyat 

misalnya oleh suatu kelompok tertentu akan dipandang sebagai 

program yang sangat sosialistis terlepas dari pertimbangan apa 

dampak dari kebijakan tersebut. Tanpa melihat dampak 
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sesungguhnya, bisa saja kelompok tertentu menolak program   

tersebut karena ideologinya terlalu sosialis. Demikian pula 

penjualan saham BUMN akan dilihat sebagai proyek kapitalis 

oleh kelompok penentangnya karena kebijakan tersebut    

dipandang akan mengancam kepentingan rakyat. Kompensasi 

pencabutan subsidi BBM yang diberikan kepada rakyat kecil,    

oleh evaluator kebijakan dipandang tidak tepat  karena  evaluator  

mengetahui banyak orang yang tidak layak akan menerima  

keuntungan dari kompensasi pencabutan subsidi tersebut.  

Pandangan-pandangan tersebut muncul karena setiap evaluator   

dalam melihat persoalan akan menggunakan cara pandang yang 

berbeda. Hal ini dapat dipahami karena perspektif, ideologi, dan 

kultur mereka memang beraneka ragam.   

b. Tipe kedua adalah tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada   

bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe 

evaluasi ini berkaitan dengan pertanyaan berikut.  

1) Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? 

2) Berapa biayanya? 

3) Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan) 

dan berapa jumlahnya? 

4) Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-

program lain?  

5) Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara 

sah diikuti?  

Pertanyaan-pertanyaan dari tipe evaluasi tersebut akan dapat 

menjamin bahwa kebijakan atau program akan dapat 

dilaksanakan secara lebih efisien. Kelemahan dari tipe evaluasi 



59 

tersebut adalah sedikitnya informasi yang diperoleh tentang 

dampak dari suatu program terhadap masyarakat. 

c. Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan 

sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-

program kebijakan yang dijalankan dapat mengukur dampaknya 

terhadap masyarakat, dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan 

program tercapai. Evaluasi sistematis ini difokuskan pada 

melihat dampak dari suatu kebijakan dengan bertolak pada   

sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau   

masalah yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang 

hendak dijawab dari evaluasi sistematis ini adalah: 

1) apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan 

sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya? 

2) berapa biaya yang telah dikeluarkan?  

3) keuntungan apa yang dapat diperoleh?     

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, tipe evaluasi 

ini dapat memberi informasi kepada para pembuat kebijakan 

tentang dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat 

dilakukan upaya perubahan kebijakan berdasarkan informasi   

dampak kebijakan yang telah diperoleh 

Dari tiga tipe evaluasi tersebut, tipe yang ketiga merupakan jenis   

evaluasi yang paling baik, karena tipe evaluasi tersebut lebih bersifat   

ilmiah dan menggunakan prosedur ilmiah untuk melakukan evaluasi 

terhadap suatu kebijakan atau program.  
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Berdasarkan prosedur ilmiah ini, Edward A. Suchman (dalam 

Winarno 2007) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi 

kebijakan: 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

b. Analisis terhadap masalah 

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat 

dari kegiatan tersebut atau penyebab yang lain 

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu 

dampak. 

 

 



 

 

 

DI TINGKAT MAKRO
 

 

A. Kebijakan Pendidikan di Indonesia 

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak 

pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang 

pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan 

pendidikan. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan 

untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di indonesia tentunya 

sangat mempengaruhi eksitensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan 

memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam 

negeri maupun luar negeri. Kemudian keberadaan dewan perwakilan 

rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin 

oleh presiden dan seorang wakil presiden, jajaran kementerian, dan 

jajaran badan atau lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para 

pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan nasional. 

Namun, khususnya pada tingkat nasional, para pengambil keputusan 

khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI 

Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (Pemimpin Departemen 

Pendidikan Nasional) sehingga segala bentuk kebijakan pendidikan 

nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi 

kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di 

Indonesia. 

Adapun peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi 

masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah 

(Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di 
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DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk 

memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat 

daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-

undangan dari hasil permusyawaratan policy maker nasional. Akhirnya, 

keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat 

kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan 

yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing. 

Sehubungan dengan evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi 

masih belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul 

bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program 

peningkatan mutu pendidikan. Sampai saat ini hasil dari kebijakan 

tersebut belum tampak, namun berbagai improvisasi di daerah telah 

menunjukkan warna yang lebih baik. Misalnya, beberapa langkah 

program yang telah dijalankan di beberapa daerah, berkaitan dengan 

kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berbasis 

sekolahdan peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat 

diimplementasikan sebagai berikut: 

1. Tidak berlakunya UN atau UNAS sebagai pengganti Penilaian Akhir 

Menjadi PSAJ (Yaitu Penilaian Sumatif Akhir Janjenjang 

2. Telah dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3. 

3. Telah diterapkan muatan lokal dan pelajaran keterampilan di sekolah 

SMP 

4. Dihapuskannya sistem Rayonisasi dalam penerimaan murid baru dan 

diganti dengan sisetem zonasi 

5. Pemberian insentif kepada guru-guru negeri, melealui pemerintah 

daerah sesaui dengan kewenangannya  

6. Bantuan dana operasional sekolah, serta bantuan peralatan praktik 

sekolah. 
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7. Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian beasiswa pada 

guru untuk mengikuti program Pascasarjana. 

8. Peningkatan profesionalisme guru dan dosen melalui 

penyelenggaraan profesi guru dan dosen untuk memperoleh sertifikat 

pendidik dan menjadi guru dan dosen profesional. 

9. Penerapan pendidikan budaya dan karakter bangsa bagi smua jenjang 

pendidikan. 

Pada praktiknya, setiap kebijakan mengandung multi tujuan yaitu 

untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang 

dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Kebijakan pendidikan 

nasional disebut memperkuat peran negara dengan memastikan 20% 

anggaran negara untuk pendidikan nasional, namun di sisi lain ada pasal 

yang memperkuat peran publik dengan adanya komite-komite sekolah. 

Kebijakan publik, dengan demikian, selalu mengandung multi fungsi, 

untuk menjadikan kebijakan sebagai kebijakan yang adil dan seimbang 

dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama.Meski pemahaman ini 

penting, hal yang lebih penting lagi bagi pemerintah atau lembaga publik 

adalah berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi 

kebijakan. 

 

B. Arah Kebijakan Pendidikan  

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan (Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia 

menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan 

peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; 
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2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta 

meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga 

tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam 

peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat 

mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; 

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan 

kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani 

keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku 

nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta 

diversifikasi jenis pendidikan secara professional; 

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar 

sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, 

serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang 

didukung oleh sarana dan prasarana memadai; 

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan 

nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan 

manajemen; 

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan 

baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan 

sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin 

secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya 

proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi 

muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak 

dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; 
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8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam 

dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi 

 

C. Pelaksanaan Kebijakan Publik 

Proses pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, 

program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah 

dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan 

publik apapun. 

Tanpa adanya syarat-syarat tersebut maka kebijakan publik boleh 

dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoritik pada 

tahap implementasi proses perumusan kebijakan dapat digantikan 

tempatnya oleh proses implementasi kebijakan dan program-program 

kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik perbedaan antar tahap 

perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit 

dipertahankan karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi 

mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu 

pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan atau aturan-

aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu 

ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap 

pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Pelaksanaan kebijakan 

publik yang telah diterapkan di Indonesia yang telah dilakukan 

pemerintah cukup banyak salah satunya adalah penetapan alokasi dana 

untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, pemusatan oleh perintah untuk 

wajib belajar 12 tahun, serta yang tengah marak saat ini adalah perubahan 
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kurikulum yang semuanya itu dilakukan demi pencapaian tujuan 

pendidikan yang lebih maksimal. (Tawa 2019) 

Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai 

melainkan mengemban misi yang jauh lebih besar. Misalnya pendidikan 

juga mempersiapkan generasi penerus dengan akhlak, moral, dan 

kepribadian yang baik, pendidikan juga bertanggungjawab atas karakter 

jatidiri sebagai bangsa; dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi juga 

diharapkan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

kemanusiaan. Kebijakan dasar dalam kaitannya dengan isu relevansi 

pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Empat pilar 

pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO pada tahun 1996 yaitu 

bahwa pendidikan harus memungkinkan dan membekali siswa 

dengan kemampuan untuk belajar mengetahui (lerning to know), 

belajar bekerja atau mengerjakan sesuatu (learning to do), belajar 

menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar untuk hidup 

bermasyarakat (learning to live together). 

2. Perubahan Kurikulum, Kurikulum pendidikan selalu mengalami 

perubahan, hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi 

tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin 

efektif.  

3. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pelatihan terhadap 

pengajar yang ada didaerah agar semata-mata meningkatkan kualitas 

pengajar agar semakin baik. Pelatihan pengajar ini juga menuntut 

agar lebih loyalitas terhadap profesinya sehingga dapat menjadikan 

anak didik semakin berkarakter. 
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D. Solusi Makro Pendidikan 

Beragam isu dalam Pendidikan Nasional menjadi tantangan utama 

dalam mencapai standar pendidikan yang baik. Masalah-masalah ini 

menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat 

ini, sehingga menjadi perhatian penting bagi negara ini. Kualitas individu 

yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang 

diterima. Solusi pendidikan nasional pada tingkat makro melibatkan 

perubahan dan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berdampak luas 

terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut beberapa solusi 

yang dapat diimplementasikan: 

1. Solusi mengatasi permasalahan makro pada kurikulum yang dirasa 

membingungkan dan terlalu kompleks. 

Pada praktiknya, tidak semua guru memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang sama sehingga belum semua guru mampu 

merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa 

untuk mengamati fenomena yang relevan dengan materi pelajaran. 

Kendala ini menjadi salah satu faktor yang menghambat 

implementasi kurikulum yang terus berubah. Oleh karena itu sangat 

penting bagi setiap sekolah untuk mengorganisir kegiatan religius 

bertujuan untuk mengurangi penurunan moral. Solusi ini bertujuan 

untuk mencegah keberadaan siswa yang cerdas namun kurang 

memiliki moralitas. 

a. Mengubah konsep dasar paradigma kurikulum menjadi suatu 

proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. 

b. Melakukan pemerataan pendidikan dengan menyediakan sarana 

dan prasarana yang merata di sekolah-sekolah terpencil, 

sehingga tidak ada lagi siswa di daerah terpencil yang tertinggal 

dalam pendidikan. 



68 

c. Menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin, tanpa 

kompromi. 

d. Membersihkan elemen-elemen kurikulum dari individu-individu 

yang tidak bertanggung jawab. Lesson study atau workshop 

dapat membahas strategi pengajaran yang efektif. 

e. Lesson study adalah strategi untuk meningkatkan proses dan 

hasil pembelajaran dengan melibatkan kolaborasi dan kerja sama 

antara sekelompok guru secara berkelanjutan. Dalam kerja sama 

ini, para guru dapat mengembangkan pemahaman tentang cara 

siswa belajar dan bagaimana cara terbaik untuk mengajar 

mereka. Selain itu lesson study juga memberikan kesempatan 

bagi guru untuk memperoleh pengetahuan baru dari sesama guru 

atau narasumber melalui umpan balik yang diberikan oleh 

anggota kelompok lesson study. 

f. Pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 

yang berkembang saat ini. Melalui forum ini, akan tercipta 

kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman 

mengenai implementasi kurikulum di sekolah masing-masing. 

2. Aspek sosial budaya memiliki peran krusial dalam pembentukan 

kurikulum yang sesuai, mengingat kurikulum merupakan instrumen 

untuk mengimplementasikan sistem pendidikan, yang merupakan 

bagian integral dari kebudayaan. Implikasi mendasar dari hal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan kurikulum harus mencerminkan kondisi sosial-

budaya masyarakat. Kurikulum tidak hanya ditentukan oleh 

nilai, adat istiadat, dan aspirasi masyarakat tetapi juga harus 

memperhatikan berbagai aspek kebudayaan seperti struktur 
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keluarga, aktivitas ekonomi, dinamika politik, sistem 

pendidikan, dan lain sebagainya. 

b. Mengingat dinamika yang terus berubah dalam kondisi sosial-

budaya, kurikulum perlu dirancang dengan fleksibilitas dan 

dinamisme agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu perubahan dan revisi kurikulum secara berkala 

harus dilakukan sesuai dengan perkembangan dan perubahan 

sosial-budaya yang terjadi. 

c. Program kurikulum harus mengintegrasikan materi sosial-

budaya dalam masyarakat sebagai bagian penting dari 

pembelajaran. Tujuan bukan hanya untuk memasyarakatkan 

siswa tetapi juga untuk melestarikan kekayaan budaya. 

Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan sebagai alat 

penyampaian yang efektif untuk memperkenalkan inovasi 

kepada siswa, sehingga mereka siap menghadapi perkembangan 

teknologi di masa depan. Dengan demikian sekolah dapat 

berperan sebagai agen modernisasi yang efektif. 

3. Solusi mengatasi Pemeretaan Pendidikan 

Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah sebuah 

tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun dengan komitmen yang 

kuat dan tindakan nyata dari pemerintah masyarakat dan semua 

stakeholder terkait masalah ini dapat diatasi. Setiap anak memiliki 

hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa 

terpengaruh oleh faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Solusi yang   

bisa di implementasikan di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan gedung dan fasilitas sekolah di daerah tertinggal 

lebih diperhatikan. Setiap pejabat negara memiliki kewenangan   

dalam mengelola keuangan negara dan merupakan suatu tata  
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mengenai tujuh program peningkatan kualitas guru yang akan dilaksanakan di 

tahun ajaran 2023/2024. Program yang sudah ditentukan tersebut disusun 

sesuai prioritas pemenuhan kebutuhan dan waktu pelaksanaannya. Di tahapan 

formulasi kebijakan, agenda program yang sudah disusun sudah 

mengakomodir usulan-usulan dari dari berbagai pihak yang berkepentingan, 

baik itu dari guru yang akan merasakan manfaat langsung dari program 

tersebut, maupun dari pengurus sekolah atau dari pihak yayasan yang 

mendukung dalam pemenuhan dana dan fasilitas terlaksanannya program. 

Program-program yang telah direncankan tersebut bisa dilaksanakan oleh 

Kepala Sekolah. Hasilnya tentu ada tang mencapai target dan ada yang tidak. 

Dari hasil tersebut Kepala Sekolah melakukan penilaian kebijakan yang sudah 

diimplementasikannya. Dari proses penilaian tersebut mengahsilkan rencana 

tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu:  

1. Coaching (kepsek-guru/guru-guru) 

2. Latihan tambahan 

3. Variasi kegiatan Kombel 

4. Belajar mandiri 

Itulah tahapan-tahapan dalam kebiajan yang sudah dilakukan oleh Kepala 

Sekolah tersebut, khususnya dalam penentuan kebijakan peningkatan kualitas 

guru ditahun ajaran 2023/2024. 
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